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BAB II 
REINTERPRETASI ARTIKEL 9 DAN KONSEKUENSINYA 
TERHADAP DINAMIKA KEAMANAN DI ASIA TIMUR 
Bab II akan berisi jabaran penulis mengenai biografi singkat Shinzo Abe, 
proses hingga terjadinya reinterpretasi Artikel 9 dan pengaruhnya bagi dinamika 
keamanan negara-negara di Asia Timur. Reinterpretasi Artikel 9 tidak akan lengkap 
dijabarkan tanpa menjabarkan juga pengaruh yang dibawanya kepada dinamika 
keamanan di Asia Timur. 
 
2.1 Latar Belakang Shinzo Abe 
Shinzo Abe lahir di Tokyo pada tanggal 21 September 1954, dari Ayah 
Shintaro Abe yang merupakan Menteri Luar Negeri dengan rekor menjabat terlama 
pasca perang dunia dua.
1
 Ibu Shinzo Abe, Yoko Kishi merupakan anak dari 
Nobusuke Kishi, Perdana Menteri Jepang yang menjabat dari tahun 1957-1960.
2
 
Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang masa kecil Shinzo Abe kecuali fakta 
bahwa gurunya mengetahui bahwa keluarga Shinzo Abe bukanlah keluarga kaya. 
Sekolah tingkat dasar, menengah pertama hingga menengah akhirnya merupakan 
institusi Seikei University.
3
 Pada akhirnya Shinzo Abe pun menempuh pendidikannya 
di Seikei University juga. Karirnya dalam dunia politik dimulai dari menjabatnya 
                                                          
1
Shinzo Abe Biography, diakses dalam http://www.thefamouspeople.com/profiles/shinz-abe-6877.php, 
(08/05/2017, 22:09 WIB) 
2
Nobusuke Kishi Facts, diakses dalam http://biography.yourdictionary.com/nobusuke-kishi, 
(08/05/2017, 22:08 WIB) 
3
Jeffrey Hays, Shinzo Abe: His Life, Wife And Second StintAs Prime Ministerof Japan, diakses dalam 
http://factsanddetails.com/japan/cat16/sub110/item2879.html, (13/05/2017, 22:37 WIB) 
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Shinzo Abe sebagai chairperson Dewan Umum partai Demokrat Liberal (LDP), dan 
dalam kurun waktu dua setengah dekade, Shinzo Abe terpilih menjadi presiden partai 
LDP dan menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Hal ini menjadikan Shinzo Abe 
sebagai Perdana Menteri termuda pertama dan lahir setelah perang dunia dua.
4
 Shinzo 
Abe tidak bertahan lama pada periode pertamanya menjabat di tahun 2006 sebagai 
Perdana Menteri dikarenakan skandal korupsi yang menyangkut anggota kabinetnya 
dan menurunnya dukungan publik. Ia pun mengundurkan diri pada bulan September 
2007.
5
 
Nobusuke Kishi, kakek Shinzo Abe yang merupakan mantan Perdana Menteri 
Jepang dulunya adalah tahanan perang Amerika Serikat karena keterlibatannya pada 
perbudakan di Manchuria. Setelah dilepaskan pada tahun 1948 ia pun menggunakan 
koneksi politiknya hingga bisa menjabat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1957. 
Nobusuke Kishi terkenal dengan kebijakan luar negeri yang sangat pro-Amerika 
Serikat. Ia juga dikenal sebagai Perdana Menteri yang mencoba membangun kembali 
militer Jepang. Anggota Diet Jepang, Katsuei Hirasawa mengatakan bahwa DNA 
politik Nobusuke Kishi menurun ke cucunya.
6
Bahkan saat masyarakat Jepang 
berkumpul di depan gedung parlemen memprotes kebijakan Nobusuke Kishi yang 
tengah menjabat kala itu terkait kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Jepang 
                                                          
4
Kenneth Pletcher, Abe Shinzo, Prime Minister of Japan, diakses dalam 
https://www.britannica.com/biography/Abe-Shinzo, (08/05/17, 22:16 WIB) 
5
Julian Ryall, Japan PM Shinzo Abe Resigns, diakses dalam 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1562931/Japanese-PM-Shinzo-Abe-resigns.html, 
(08/05/2017, 22:52 WIB) 
6
Abe, Shinzo, diakses dalam http://www.encyclopedia.com/people/history/japanese-history-
biographies/shinzo-abe, (08/05/17, 22:40 WIB) 
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(dalam bahasa Jepang Anpo), Shinzo Abe tengah berada di pangkuan kakeknya. 
Mendengar seruan anti-Anpo dari para demonstran, Shinzo Abe kecil ikut 
menyerukannya. Namun Nobusuke Kishi menegurnya dan menyerukan seruan pro-
Anpo, dan terdengar mengatakan pada saudara laki-lakinya, Keisato, bahwa jika ia 
merasa benar dengan keputusannya dan tidak keberatan apabila ia terbunuh 
karenanya.
7
 Pengaruh pandangan Nobusuke Kishi ini menjadi salah satu faktor 
pendorong keinginan Shinzo Abe melakukan revisi terhadap Artikel 9, konstitusi 
pertahanan Jepang.
8
 
 
2.2 Sejarah Artikel 9 
Artikel 9 adalah bagian dari konstitusi Jepang yang dibuat oleh pihak sekutu 
yaitu Amerika Serikat pada masa pendudukannya atas Jepang yaitu pada tahun 1947 
sebagai pengganti konstitusi Meiji yang disusun oleh para petinggi Jepang.
9
 Jenderal 
Douglas McArthur dan personel sekutu lainnya adalah pihak yang menyusun 
konstitusi baru bagi Jepang yang dianggap sesuai dengan Deklarasi Postdam di mana  
terdapat tuntutan terhadap Jepang yaitu dimodifikasinya konstitusi Meiji 1887 
sebagai penghalang bagi implementasi demokrasi dan kebebasan individu di 
                                                          
7
Tetsuya Fujita, Memory of Kishi seen behind Abe's political agenda and calendar, diakses dalam 
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Memory-of-Kishi-seen-behind-Abe-s-
political-agenda-and-calendar?page=2, (13/05/2017, 23:01 WIB) 
8
Koji Sonoda and Senichi Sekine, From Constitutional Revision to Disdain over „Aggression,‟ Abe 
Follows Path of Grandpa Kishi, diakses dalam http://www.asiapacificinitiative.org/from-
constitutional-revision-to-disdain-over-aggression-abe-follows-path-of-grandpa-kishi/, (08/05/2017, 
23:07 WIB) 
9
 Meiji Constitution, Britannica, diakses dalam https://www.britannica.com/topic/Meiji-Constitution, 
(26/05/2018, 20:36 WIB) 
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Jepang.
10
 Pihak Jepang hanya sekedar melakukan sedikit perubahan tanpa mengubah 
inti dari Konstitusi Meiji 1887 yang memberi wewenang absolut kepada Kaisar 
Jepang akan kendali terhadap pasukan militer darat dan laut. SCAP (Supreme 
Commander for Allied Powers) atau sekutu menganggap konstitusi Meiji 1887 yang 
telah dibuat oleh pihak Jepang memberikan keleluasaan bagi para petinggi yang 
militeris menguasai Jepang dan membawa Jepang menuju peperangan. Pada bulan 
Februari tahun 1946, selama sekitar enam hari, sebuah komite yang beranggotakan 24 
warga Amerika Serikat bekerja untuk menyusun konstitusi yang lebih demokratis 
bagi Jepang, kemudian menyerahkan susunan konstitusi tersebut ke pihak Jepang 
setelah disetujui oleh Douglas McArthur.
11
 
Pada 3 Mei 1947, konstitusi baru Jepang yang juga sering disebut Konstitusi 
McArthur akhirnya berlaku.
12
 Terangkum di dalamnya yaitu dilucutinya wewenang 
kaisar Jepang dari pemegang kekuasaan tertinggi menjadi sekedar simbol negara, 
dibangunnya pemerintahan yang demokratis dan dijaminnya hak-hak individu 
termasuk kesetaraan penuh bagi wanita Jepang.
13
 Reformasi konstitusional ini 
beriringan dengan reformasi di bidang lain seperti ekonomi, redistribusi lahan 
agrikultur, penerapan kembali serikat-serikat pekerja, dan pembubaran akan Zaibatsu, 
                                                          
10
 Lynn Parisi, Lessons on the Japanese Constitution, diakses dalam 
https://spice.fsi.stanford.edu/docs/lessons_on_the_japanese_constitution, (26/05/2018, 20:56 WIB)  
11
 Ibid. 
12
 Constitution of Japan (1947), Article 9 (The No-War Clause), And Shinzo Abe‟s Ambition To 
Change it, artikel Facts and Details, diakses dalam 
http://factsanddetails.com/japan/cat16/sub110/entry-5346.html, (26/05/2018, 21:18 WIB) 
13
 Robert MCG and Thomas Jr, Charles Kades, 90, Architect Of Japan‟s Postwar Charter, diakses 
dalam https://www.nytimes.com/1996/06/21/world/charles-kades-90-architect-of-japan-s-postwar-
charter.html, (26/05/2018, 21:34 WIB) 
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yaitu sekelompok perusahaan-perusahaan kapitalis raksasa dengan kuasa akan banyak 
sektor perekonomian Jepang di masa sebelum Perang Dunia II.
14
 
Ciri khas yang paling terkenal dari konstitusi baru milik Jepang dan 
membuatnya disebut-sebut sebagai negara pasifis adalah adanya Artikel 9, klausul 
anti perang. Artikel 9 berisi dua paragraf yang menyatakan bahwa masyarakat Jepang 
selamanya menolak perang sebagai hak sah bangsa Jepang dan penggunaan ancaman 
atau kekerasan sebagai cara penyelesaian sengketa internasional, diikuti dengan 
pernyataan bahwa potensi kekuatan angkatan laut, darat dan udara dan lainnya tidak 
akan pernah dibangun. Keberadaan Artikel 9 dalam konstitusi buatan sekutu ini 
membuat para sejarawan mengaitkan kekaguman kolega sekaligus penasehat Douglas 
McArthur, Letnan Kolonel Charles Kades terhadap Pakta Kellogg-Briand, atau Pakta 
Paris yang memuat tentang penolakan perang di antara Perancis dan Amerika Serikat 
pada 27 Agustus 1928.
15
 Kendati demikian, inisiatif akan memasukkan pasal anti 
perang dalam konstitusi baru Jepang juga datang dari pihak Jepang sendiri. Douglas 
McArthur menyatakan bahwa Perdana Menteri Jepang pada masa itu, Kujiro 
Shidehara sendirilah yang mengusulkan untuk memasukkannya.
16
 
Kepatuhan pihak Jepang dalam menerima keberadaan pasal anti perang dalam 
konstitusinya tampak didorong oleh adanya keinginan untuk melindungi tahta 
kerajaan dan mendapatkan dukungan dari pihak sekutu. Kendati pihak sekutu 
                                                          
14
 Article 9 Renunciation of War, artikel Global Security, diakses dalam 
https://www.globalsecurity.org/military/world/japan/article-9.htm, (26/05/2018, 20:00 WIB) 
15
 The Article 9 “No War” Clause, artikel Country Studies, diakses dalam 
http://countrystudies.us/japan/112.htm, (26/05/2018, 20:05 WIB) 
16
 Guy Almog, The Myth of the „Pacifist‟ Japanese Constitution, diakses dalam 
https://apjjf.org/2014/12/36/Guy-Almog/4177/article.html, (26/05/2018, 20:10 WIB)  
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memandang kaisar Jepang sebagai dalang dari sikap menyukai perang Jepang, 
persetujuan resmi dari kaisar akan klausul anti perang tersebut membuat lemah 
argumen pihak sekutu dalam upaya menghapuskan kerajaan ataupun mengadili kaisar 
sebagai penjahat perang. 
Kekhawatiran akan kemungkinan Jepang diserang negara lain dan tidak dapat 
melindungi diri sendiri karena tidak ada pernyataan jelas terkait tindakan pertahanan 
diri pun muncul. Hal ini dikarenakan meski paragraf awal Artikel 9 menolak 
penggunaan tindakan perang yang agresif, tidak terdapat penolakan akan perang 
dalam konteks pertahanan diri. Namun dengan secara efektif melarang Jepang dari 
membangun pasukan bersenjata dan dari memiliki hak menyatakan perang, jika harus 
menjalani perang dengan dasar pertahanan diri juga menjadi tidak mungkin bagi 
Jepang.
17
 Segera setelah meletusnya peperangan di Korea pada tahun 1950, Jepang 
pun membangun National Police Reserve yang pada tahun 1952 bersamaan dengan 
dibangunnya Coastal Safety Force diubah menjadi National Safety Force yang pada 
perkembangannya menjadi Self-Defence Force seperti sekarang. Perkembangan dari 
pasukan polisi (police force) menjadi pasukan pertahanan (defense force) memicu 
pertentangan serius tentang bagaimana seharusnya Artikel 9 dari konstitusi Jepang 
diinterpretasikan.
18
 Pasca Perang Dingin berakhir, isu terkait interpretasi serta 
implementasi Artikel 9 terus menjadi masalah yang menghantui pemerintahan Jepang 
hingga kini. 
                                                          
17
 Op.cit, hal.27 
18
 Self Defence Force, artikel Britannica, diakses dalam https://www.britannica.com/topic/Self-
Defense-Force, (27/05/2018, 20:22 WIB)  
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 Pada akhir 1980, peningkatan pendanaan pemerintah Jepang untuk SDF 
melebihi 5% per tahun. Hal ini membuat Jepang pada 1990 menjadi negara peringkat 
ketiga setelah Uni Soviet serta Amerika Serikat dalam pengeluaran keamanan negara, 
dan Amerika Serikat pun meminta Jepang agar memberi kontribusi lebih besar akan 
pertahanan di wilayah Pasifik barat. Menimang fenomena pengeluaran dana 
pertahanan Jepang yang terus meningkat, pihak yang menganggap bahwa Artikel 9 
tidaklah lagi relevan semakin bertambah. Meskipun demikian, masyarakat umum 
Jepang pada umumnya sebagaimana tampak pada hasil polling, sebagian besar 
mendukung Artikel 9.
19
 
 
2.3 Reinterpretasi Artikel 9 
Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, reinterpretasi berarti 
penafsiran ulang atau penafsiran kembali akan reinterpretasi yang sudah dibuat.
20
 Hal 
ini berarti tidak mengubah apa yang sudah ada tetapi hanya mengambil makna yang 
baru. Selama bertahun-tahun Jepang mengimplementasikan Doktrin Yoshida, doktrin 
dari mantan Perdana Menteri Jepang dengan kebijakan yang berat pada kebijakan 
ekonomi, menolak berbagi informasi teknologi pertahanan dan membatasi 
keterlibatan Jepang dalam peperangan internasional. Namun dengan disahkannya 
reinterpretasi Artikel 9 maka Jepang kini bisa mengirim pasukan pertahanan diri 
(SDF) ke luar Jepang dalam rangka memberi bantuan kepada aliansi yang jika tidak 
                                                          
19
 Ibid. 
20
http://kbbi.web.id/reinterpretasi, (07/03/17, 22:55 WIB) 
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diberi bantuan akan mempengaruhi keamanan Jepang juga.
21
 Dalam hal ini, aliansi 
yang terdekat dan kemungkinan membutuhkan bantuan Jepang adalah Amerika 
Serikat. Shinzo Abe yang berhasil mengesahkan renterpretasi Artikel 9 menggunakan 
aliansi dengan Amerika Serikat sebagai justifikasi. Berkali-kali Amerika Serikat 
menuntut Jepang untuk ikut berkontribusi dalam keamanan internasional,
22
 dan hal 
ini berujung pada perdebatan panas dalam negeri Jepang mengenai Artikel 9 serta 
beragam upaya yang pernah dilakukan pendahulu Shinzo Abe sebelumnya guna 
melemahkan Artikel 9. Upaya merevisi Artikel 9 oleh Shinzo Abe bukanlah yang 
pertama, dan bukan tanpa alasan. Jepang mengkhawatirkan kemungkinan Amerika 
Serikat akan melepaskan komitmennya untuk membela Jepang dalam sengketa 
Senkaku/Diaoyu apabila Jepang tampak enggan berkontribusi. Disahkannya 
reinterpretasi ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi tuntutan tersebut.
23
 
Isu reinterpretasi Artikel 9 bermula dari saran panel penasehat pemerintah 
Jepang yang menyarankan Jepang melakukan pengangkatan interpretasi baru 
menyangkut konstitusi anti perang miliknya pada bulan Mei 2014. Jika dilakukan, 
peran SDF Jepang akan bertambah luas di mana pasukan SDF dapat menjalankan 
misi kemanusiaan di luar Jepang dan membantu negara kawan yang 
                                                          
21
 Thomson Reuters, Japan ends military's 60-year ban on fighting abroad, 
diakses dalam http://www.cbc.ca/news/world/japan-ends-military-s-60-year-ban-on-fighting-abroad-
1.2693437, (07/03/17, 22:57 WIB) 
22
Tsjeng Zhizhao Henrick, Reinterpretation of Japan‟s Constitution: The Limits of Abe‟s Ambitions, 
diakses dalam https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/co14160-reinterpretation-of-japans-
constitution-the-limits-of-abes-ambitions/#.WL7Too1EnZ4, (07/03/17, 22:41 WIB) 
23
Gabriel Dominguez, Japan's security policy shift: 'A blow to ties with East Asia, diakses dalam 
http://www.dw.com/en/japans-security-policy-shift-a-blow-to-ties-with-east-asia/a-17748656, 
(11/03/17, 11:00 WIB) 
32 
 
membutuhkan.
24
Shinzo Abe mengklaim insiden dipenggalnya kepala dua warga 
negara Jepang oleh ISIS adalah salah satu faktor gencarnya usaha intervensi 
keamanan internasionalnya.
25
 Protes besar-besaran terjadi di Jepang pada bulan Mei 
2014, bahkan memicu aksi membakar diri salah seorang warga lansia Jepang.
26
 
Masyarakat umum sebagian besar menolak keputusan inkonstitusional pemerintah 
Jepang ini meskipun mereka juga menyadari bahwa dinamika keamanan di regional 
Asia Timur semakin tidak menguntungkan posisi Jepang. Korea Utara dengan 
ancaman nuklir dan misilnya serta China dengan kekuatan militer yang agresif 
membuat pemerintah Jepang harus mengambil tindakan. Namun statistik polling 
pendapat masyarakat yang diadakan Yomiuri Shimbun, koran nasional terbesar di 
Jepang pada bulan Juli 2014 menunjukkan, sebesar 51% dari total masyarakat tidak 
mendukung Jepang melakukan hak pertahanan diri kolektif alias reinterpretasi Artikel 
9. Hanya 36% masyarakat mendukung keputusan tersebut. Pada 11 dan 13 Juli, 
korporasi penyiaran Jepang NHK (Nippon Hoso Kyokai) melakukan jajak pendapat 
yang sama dengan hasil 56% tidak setuju dan 38% setuju.
27
 
                                                          
24
Martin Fackler, Japan Moves to Scale Back Postwar Restrictions on the Use of Military Power, 
diakses dalam https://www.nytimes.com/2014/05/16/world/asia/japan-moves-to-scale-back-postwar-
restrictions-on-the-use-of-military-power.html?_r=0, (11/03/17, 11:19 WIB) 
25
 Julian Borger, Japanese PM Stands Firm on Foreign Policy After ISIS Hostage Murder, diakses 
dalam https://www.theguardian.com/world/2015/jan/25/japan-shinzo-abe-foreign-policy-isis-hostage, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/02/03/national/politics-diplomacy/constitutional-change-
necessary-protect-japanese-citizens-abe/#.WvK4VZq-nIU  (11/03/17, 00:19 WIB) 
26
AFP,Japanese Man Sets Himself on Fire to Protest Against Changes to Pacifist Constitution, diakses 
dalam http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/10933652/Japanese-man-sets-himself-
on-fire-to-protest-against-changes-to-pacifist-constitution.html, (15/04/2017, 22:21 WIB) 
27
Kamiya Matake, Japanese Public Opinions about the Exercise of the Right of Collective Self-Defense, 
diakses dalam http://www.japanpolicyforum.jp/archives/politics/pt20140925231907.html, (15/04/2017, 
22:40 WIB) 
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Masyarakat yakin bahwa mempersenjatai diri melawan Korea Utara maupun 
China bukanlah tindakan yang tepat. Jepang hanya akan terseret ikut dalam perang-
perang yang sarat kepentingan Amerika Serikat. Sifat tidak pro reinterpretasi Artikel 
9 ini tidak menghambat kemenangan Shinzo Abe dalam penarikan suara di Majelis 
Rendah dan Majelis Tinggi di mana mayoritas suara membawa Jepang selangkah 
lebih dekat menuju amandemen Artikel 9 secara sah. Untuk sebuah pasal agar bisa 
direvisi haruslah mendapatkan mayoritas suara Majlis Tinggi dan Majlis Rendah 
yang kemudian didukung oleh mayoritas suara saat referendum. Akan tetapi Shinzo 
Abe terlebih dahulu mengesahkan reinterpretasi Artikel 9 pada September 2015, 
seakan tidak sabar untuk menyelesaikan langkah-langkah revisi untuk melakukan 
amandemen secara sah. Pada bulan September 2015 juga, Shinzo Abe akhirnya 
mendapatkan mayoritas suara Majlis Tinggi yang berarti langkah berikutnya tinggal 
referendum. Namun ia justru mengangkat isu ekonomi pada kampanyenya, menunda 
ambisi untuk revisi Artikel 9. 
Reaksi negara-negara tetangga Jepang terhadap reinterpretasi Artikel 9 secara 
umum adalah negatif. Pasca disahkannya reinterpretasi Artikel 9, Jepang dan negara-
negara tetangganya, China dan Korea Selatan dan Korea Utara mengalami 
peningkatan dalam biaya pengeluaran militer. Tidak hanya itu, isu sengketa wilayah 
di Laut China Selatan bagi Jepang merupakan ancaman dan menunjukkan bahwa 
China semakin agresif secara militer seiring meningkatnya perekonomiannya.  Jepang 
juga terus dihantui ancaman nuklir dan misil oleh pihak Korea Utara yang terus 
menerus mengabaikan kecaman PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Melihat hal ini, 
34 
 
bersamaan dengan tindakan Amerika Serikat yang mulai mengharapkan Jepang untuk 
memenuhi keperluan keamanannya sendiri, Jepang, khususnya Abe sebagai Perdana 
Menteri merasa perlu untuk menghilangkan penghalang Jepang dari memiliki militer 
sendiri, yaitu Artikel 9. 
 
2.4 Dinamika Keamanan Asia Timur 
 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang dinamika keamanan di regional Asia 
Timur secara umum. Khususnya hubungan Jepang dengan China, Korea Selatan dan 
Korea Utara. Selain itu akan dijelaskan juga mengenai biaya pengeluaran belanja 
militer negara-negara di Asia Timur, penyebab peningkatannya, dan apakah kedua 
hal tersebut memiliki pengaruh terhadap kebijakan Jepang melakukan reinterpretasi 
Artikel 9. Sebagai pihak yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia sekaligus 
agresor di masa lalu bersama dengan Jerman, Jepang yang melakukan ekspansi dan 
pendudukan terhadap negara-negara tetangganya masih merasakan sentimen akibat 
kejahatannya di masa lampau. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa hubungan 
Jepang dengan negara-negara Asia Timur selalu penuh dengan ketidaksukaan satu 
sama lain, tapi sebagaimana relasi antar negara pada umumnya, yaitu mengalami naik 
dan turun. 
 Ketegangan antara China dan Jepang  dimulai sejak perang Sino-Jepang pada 
tahun 1894-1895 yang berujung dimenangkannya Formosa (sekarang Taiwan) oleh 
35 
 
Jepang dan hilangnya pengaruh China terhadap Korea.
28
 Jatuhnya kota Nanjing di 
China adalah peristiwa yang paling diingat dan menyulut kebencian masyarakat 
China terhadap Jepang di mana tentara Jepang membunuh 300.000 masyarakat China 
dan memperkosa 20.000 wanita pada 1937.
29
 Jepang kemudian mengadopsi Artikel 9 
yang dibuat oleh pihak AS setelah kekalahannya pada PD II, dan ketegangan dengan 
China mereda setelah upaya normalisasi hubungan di tahun 1972.
30
 Hubungan 
keduanya menghangat kembali semenjak Shinzo Abe menjabat menjadi Perdana 
Menteri pada tahun 2006, namun kembali memburuk akibat pernyataan dari Shinzo 
Abe pada upacara penanda 70 tahun semenjak menyerahnya Jepang di masa Perang 
Dunia II yang memberi implikasi bahwa generasi Jepang ke depannya tidak perlu lagi 
menyatakan permintaan maaf atas dosa masa lalu Jepang pada tahun 
2015.
31
Masyarakat China juga memprotes keputusan Abe yang melakukan 
reinterpretasi Artikel 9, dan mengingatkan akan kejahatan perang masa lalu yang bisa 
saja dilakukan kembali oleh Jepang apabila konstitusi keamanan tersebut direvisi. 
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Sino-Japanese War, diakses dalam https://www.britannica.com/event/Sino-Japanese-War-1894-1895, 
(14/03/17, 11:06 WIB) 
29
Basic Facts on The Nanking Massacre, diakses dalam 
http://www.cnd.org/mirror/nanjing/NMNJ.html,  (14/03/17, 11:08 WIB) 
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